Menimbang

Mengingat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/09/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEAHLIAN
TENAGA KERJA INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bahwa sebagai respon atas akan diberlakukannya pasar tunggal
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) pada tahun 2015,
diperlukan koordinasi yang matang dan responsif guna menyusun
kebijakan yang lebih efektif dan efisien di bidang pelatihan dan
sertifikast kompetensi,

bahwa dalam pelaksaraan koordinasi tersebut, perlu dilakukan
perumusan konsep perencanaan program pelatihan dan sertifikasi
kompetensi  sebagai masukan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;

bahwa dalam rangka merumuskan perencanaan program pelatihan

- dan sertifikasi kompetensi vang kongkrit melalui program kemitraan

dan fraining fund, khususnya bagi nckeria muda, perlu dibentuk Tim
Koordinasi Pengembangan Keanlian Tenaga Kerja Indonesia;

bahwa pejabat dan pegawal yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagal anggota
Tim Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4637);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

8.  Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

9.  Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
KEAHLIAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja
Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia terdiri atas
Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Tim Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia bertujuan:

a. merumuskan perencanaan program pelatihan dan sertifikasi
kompetensi;

b. mengembangkan ...



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

mengembangkan perumusan secara konkrit melalui program
kemitraan pemerintha dan swasta (public private partnership),

menyusun rumusan sebagai masukan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019,

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,
membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan
atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas:

a.

d.

menetapkan arah kebijakan pemantauan dan membimbing
penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Pengembangan
Keahlian Tenaga Kerja Indonesia;

memberikan arahan kebijakan dan koordinasi atas bantuan
lembaga/mitra pembangunan;

melaporkan  secara berkala kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional,

memberi arahan atas kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Tim Pelaksana bertugas :

a.

mempersiapkan bahan masukan dan bahan arahan kebijakan, strategi
program, dan rencana kerja Tim Koordinasi Pengembangan Keahlian
Tenaga Kerja Indonesia;

mengkoordinasikan di beberapa daerah melalui kerjasama dengan
pemangku kepentingan dalam rangka menjaring informas,

memfasilitasi dan melaksanakan Kkonsultasi, konsolidasi, dan
koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan antar pemangku
kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rencana kerja
kegiatan Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia; dan

menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah
mengenai hasil kegiatan Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga
Kerja Indonesia melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

Tenaga Pendukung bertugas :

a.

mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang
dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi
Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia;

melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses
administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan pasca
pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga
Kerja Indonesia; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis.

KEDELAPAN : ...



KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH
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Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengembangan Keahlian
Tenaga Kerja Indonesia dapat melibatkan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Pemangku Kepentingan, dan pihak lain yang
dipandang perlu.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

/Ty

Emmy Suparmiatun



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/09/2014
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEAHLIAN TENAGA KERJA INDONESIA

TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Wakil Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan
Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas,

2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

5. Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia
dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian;

8. Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kelautan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

10. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG ...



PENANGGUNG JAWAB

TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan
Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan
Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.

Ir. M. Igbal Abbas, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.

1

10.

LE.
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14.

15.

16.

Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM,
Kementerian PPN/Bappenas;

Direktur Pendidikan, Kementerian
PPN/Bappenas;
Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas,

Direktur Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

Sekretaris Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan
Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,

Kepala Bagian Penyusunan Program dan
Anggaran 1, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

Drs. Johny Juanda, MM, Kementerian
PPN/Bappenas;

Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP, Kementerian
PPN/Bappenas,

Mahatmi P. Saronto, ST, MSIE, Kementerian
PPN/Bappenas;

Andika Zulkarnaen, SH, Kementerian
PPN/Bappenas;

Sri Roshidayati, ME, Kementerian PPN/Bappenas;

Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP,
MS, Ph.D Kementerian PPN/Bappenas;

Raudhatul Febriyenny,  SE, Kementerian
PPN/Bappenas,

Yeni Febriyani, SE. Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...



D. TENAGA PENDUKUNG Adhi Rachman Prana, SE;
Tina Wisn1 Wardhani, A.Md.
Sunarwo;

Hermawan;

- A

Thelma Amelita, S.Ikom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bifo Hukum,

Emmy Suparmidtun



